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ABSTRAKSI

Nama : Dimas Wahyu Pratama
NIM : 201910110311386
Judul : Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Gugatan Citizen Lawsuit Di Indonesia.
Pembimbing : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Citizen Lawsuit merupakan akses bagi warga negara untuk mewakili
kepentingan umum guna mengajukan gugatan di pengadilan atas dasar perbuatan
melawan hukum oleh pemerintah. Sejak diterimanya gugatan Citizen Lawsuit
yang diajukan oleh Munir C.S. atas dasar penelantaran TKI di Nunukan oleh
Pemerintah Indonesia, hingga sekarang belum ada peraturan tentang Citizen
Lawsuit. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama,
apa urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang gugatan Citizen
Lawsuit di Indonesia, kedua, bagaimana bentuk peraturan perundang-undangan
tentang gugatan Citizen Lawsuit yang ideal diterapkan di Indonesia. Tujuan
penelitian ini untuk mengupayakan pembentukan peraturan perundang-undangan
tentang gugatan Citizen Lawsuit. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah, kondisi kekosongan
hukum tentang Citizen Lawsuit mengakibatkan terjadinya inkonsistensi Majelis
Hakim dalam menafsirkan syarat formil yaitu notifikasi, sehingga perlu dibuat
peraturan perundang-undangan tentang gugatan Citizen Lawsuit guna mengejar
ketertinggalan hukum tertulis dan mencegah inkonsistensi putusan pengadilan.
Kesimpulan penelitian ini adalah dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim
dalam menerima gugatan Citizen Lawsuit berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal
5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya,
idealnya konsep Citizen Lawsuit diakomodir dalam KUHPerdata, dengan
memasukkan beberapa klausul seperti ruang lingkup perkara, pihak-pihak yang
menjadi Penggugat dan Tergugat, alasan diajukannya gugatan, dan pengaturan
tentang notifikasi Citizen Lawsuit. Saran penelitian ini, perlu dilakukan upaya
pembentukan peraturan tentang gugatan Citizen Lawsuit dalam bentuk undang-
undang, dan perlu dilakukan penelitian model gugatan Citizen Lawsuit di negara-
negara Anglo Saxon untuk dijadikan bahan referensi dalam membentuk peraturan
Citizen Lawsuit.

Kata kunci: Urgensi, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
Gugatan Citizen Lawsuit.
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ABSTRACT

Name : Dimas Wahyu Pratama

NIM : 201910110311386

Tittle : The Urgency of The Formation of Legislation on Citizen
Lawsuit in Indonesia.

Adviser : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum.

Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Citizen Lawsuit is access for citizens to represent the public interest to file a
lawsuit in court based on unlawful acts by the government. Since receiving the
Citizen Lawsuit lawsuit filed by Munir C.S. Based on the neglect of TKI in
Nunukan by the Indonesian Government, until now there has been no regulation
regarding Citizen Lawsuit. The formulation of the problem used in this research is
first, what is the urgency of forming legislation regarding Citizen Lawsuit
lawsuits in Indonesia, and second, what form of legislation regarding Citizen
Lawsuit lawsuits should ideally be implemented in Indonesia. The purpose of this
research is to seek the formation of statutory regulations regarding Citizen
Lawsuit lawsuits. The research method used is juridical-normative research. The
results of this research are that the legal vacuum regarding Citizen Lawsuits has
resulted -in inconsistencies  in the Panel of Judges in interpreting formal
requirements, namely notifications so it is necessary to create statutory
regulations regarding Citizen Lawsuit lawsuits to catch up with written law and
prevent inconsistencies in court decisions. The conclusion of this research is the
legal basis used by the Panel of Judges in accepting the Citizen Lawsuit lawsuit
based on Article 10 paragraph (1) and Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of
2009 concerning Judicial Power. Furthermore, ideally, the concept of Citizen
Lawsuit is accommodated in the Civil Code, by including several clauses such as
the scope of the case, the parties who are Plaintiffs and Defendants, the reasons
for filing the lawsuit, and regulations regarding Citizen Lawsuit notifications.
This research suggests that it is necessary to make efforts to form regulations
regarding Citizen Lawsuit lawsuits in the form of laws, and it is necessary to
research models of Citizen Lawsuit lawsuits in Anglo-Saxon countries to be used
as reference material in forming Citizen Lawsuit regulations.

Keywords: Urgency, Formation of Legislation, Citizen Lawsuit.
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